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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah 

diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), dimana salah satunya adalah dengan cara 

pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) 

UUJF oleh penerima fidusia. Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi 

menyatakan Pasal 15 (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) 

UUJF bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme eksekusi 

jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 

18/PUU-XVII/2019, yakni terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 

tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela, maka 

segala mekanisme dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan 

dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki 

rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan 

fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 pada PT 

BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh? 2.) Apa saja kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur 

Denai Cabang Payakumbuh? Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen dengan jenis 

data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data 

yang digunakan adalah metode pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian 

yang dilakukan di PT. Bank BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh 

didapat disimpulkan bahwa: 1.) Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank 

BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi yang tidak ada kesepakatan cidera janji dilakukan dengan cara 

mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui proses 

hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. 2.) Pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan 

Negeri berpengaruh terhadap waktu, biaya, dan penambahan beban baru dalam 

pelaksanaan eksekusi objek jaminan. 

 

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

18/PUU-XVII/2019. 

             
 


